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STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR
A. Konsep Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. secara etimologis
kriminologi berasal dari kata crimen berarti kejahatan dan logos yang artinya
pengetahuan atau ilmu pengetahuan. istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh
P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya
telah menjadi subyek yang banyak mengundang perdebatan, spekulasi, teoritisasi,
penelitian di antara para ahli maupun masyarakat. banyaknya teori yang berusaha
menjelaskan tentang masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak
dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat dan politik. (Santoso, dan Eva Achjani
Zulfa, 2001 : 9).

Dan dengan mempelajari kriminologi kita dapat mengetahui factor-faktor apa
yang menyebabkan perbuatan jahat, sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan
jahatnya dan bagaimana pemecehan masalahnya.

Reaksi masyrakat terhadap kejahtan, sebagai salah satu aspek kajian
kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun
juga dapat terwujud secara formal antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan

kejahtan secara swakarya oleh masyrakat.



Beberapa ahli memeberikan defenisi tentang kriminologi sebagi berikut :

1. Van Bemelen

Mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan
yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran
dan tantangan. (Ridwan dan Ediwarman, 1994: 1)
2. Soedjono Dirjosisworo

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai salah
manusia. (Ridwan Dan ediwarman, 1994: 1)
3. M.P Vrij

Mendefenisikan kriminologi sebagi ilmu yang mempelajari kejahatn, mula-mula
mempelajari kejahtan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatn
tersebut. (Utari, 2012: 3)
4. W. A. Bongar

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahtan
seluas-luasnya, pengertian seluas-luasnya itu berarti kriminologi juga mempelajari
gejala-gejal  a lain dari patologi social seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran,
alkoholisme, dan bunuh diri.(Bonger, 1970: 21).
5. Edwin H. Sutrherland

Mendefinisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang

membahas kejahatan sebagi suatu gejala social. (utari, 2012; 4)



Edwin H. Sutherland (1960: 13) menganggap bahwa apa yang di pelajari
oleh kriminologi dapat di bagi 3 (tiga) bagian yang terkonsentrasi dalam 3 (tiga)
bagian ilmu, yaitu :

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hokum dilarang dan diancam
dengan suatu saksi.Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu kejahtan
adalah hokum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahtan harus pula menyelidiki
factor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum
pidana)

b. Etimologi Criminal

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab
kejahatan dari dalam kriminologi. Etimologi juga merupakan kajian paling utama
dalam ilmu kriminologi.

c. Penology

Yang berarti ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya
hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan upaya “control of crim”
(pengendalian kejahatan) yang meliputi upaya preventif dan represif.

Seks Bebas
Setelah memasuki masa anak, setiap manusia baik pria maupun wanita
merasakan adanya suatu dorongan seksual (nafsu birahi). dorongan seksual ialah
perasaan erotis terhadap lawan jenis dengan tujuan akhir melakukan hubungan

seksual (bersetubuh). Pada awalnya dorongan seksual muncul karena pengaruh
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hormon, tetapi kemudian ada faktor lain yang mempengaruhi dorongan seksual yaitu
faktor psikis, rangsangan seksual dari luar dan pengalaman seksual sebelumnya
(bercumbu, berciuman, dan sebagainya) disertai faktor coba-coba dan ingin tahu yang
akhirnya keterusan dan terjerumus dalam seks bebas. (Sofyan 2008: 80).

Seks bebas merupakan kegatan seksual yang menyimpang, yang dilaukan baik
secara individual maupun bergerombol baik pada waktu dan tempat yang di sepakati
bersama. Seks bebas ini biasanya di awali dengan acara-acara yang cukup meransang
secara seksusal dan pada tempat yang di pandang “aman” dari pengetahuan
masyarakat (Basri, dan Hasan, 2000; 10).

Pengertian seks bebas menurut Desmita (2005) adalah segala cara
mengekspresikan dan melepaskan dorongan seksual yang berasal dari kematangan
organ seksual, seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual,
tetapi perilaku tersebut dinilai tidak sesuai dengan norma karena anak belum
memiliki pengalaman tentang seksual.

Pengertian seks bebas menurut Sarwono (2003) adalah segala tingkah laku
yang didorong oleh hasrat seksual baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis,
mulai dari tingkah laku yang dilakukannya seperti sentuhan, berciuman (kissing)
berciuman belum sampai menempelkan alat kelamin yang biasanya dilakukan dengan
memegang payudara atau melalui oral seks pada alat kelamin tetapi belum
bersenggama (necking, dan bercumbuan sampai menempelkan alat kelamin yaitu

dengan saling menggesek-gesekan alat kelamin dengan pasangan namun belum
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bersenggama (petting, dan yang sudah bersenggama (intercourse), yang dilakukan
diluar hubungan pernikahan.

(Simanjuntak, dan Pasaribu, 2004; 93) perilaku seks bebas meliputi:
Kissing
Ciuman yang dilakukan untuk menimbulkan rangsangan seksual, seperti di bibir
disertai dengan rabaan pada bagian-bagian yang sensitif yang bisa menimbulkan
rangsangan seksual. Berciuman dengan bibir tertutup merupakan ciuman yang umum
dilakukan. Berciuman dengan bibir dan mulut terbuka dan termasuk menggunakan
lidah itulah yang disebut dengan french kiss. Kadang-kadang ciuman ini juga
dinamakan ciuman mendalam/soul kiss.
. Necking
Berciuman biasanya termasuk mencium wajah dan leher. Necking adalah istilah yang
umunya untuk menggambarkan ciuman dan pelukan yang lebih mendalam
Petting
Perilaku menggesek-gesekkan bagian tubuh yang sensitif seperti payudara, organ
kelamin. Merupakan langkah yang lebih mendalam dari necking. Ini termasuk
merasakan dan mengusapusap tubuh pasangan termasuk lengan, dada, buah dada,
kaki, dan kadang-kadang daerah kemaluan, entah diluar atau di dalam pakaian.
Intercourse
Bersatunya dua orang secara seksual yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita
yang ditandai dengan penis pria yang ereksi masuk ke dalam vagina untuk

mendapatkan kepuasan seksual. Perilaku seksual adalah perilaku yang didasari oleh
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dorongan seksual/kegiatan mendapat kesenangan organ seksual melalui berbagai
perilaku enurut Sarwono (2002: 49), hal-hal yang berpengaruh terhadap perilaku seks
bebas pada anak adalah:

a. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak. Perubahan-perubahan
hormonal yang meningkatkan hasrat seksual anak. Peningkatan hasrat seksual ini
membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu.

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri anak.

1. Penundaan usia perkawinan, baik secara hukum maupun norma sosial yang
menuntut persyaratan yang makin tinggi untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan,
persiapan mental, dan lainlain)

2. Norma agama yang berlaku melarang perilaku seksual yang bisa mendorong anak
melakukan senggama, seperti berpegangan tangan, berciuman, sendirian dengan
pasangan ditempat sepi.

3. Adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui media massa yaitu
dengan adanya teknologi yang canggih seperti VCD, Internet, majalah, TV, video.
Anak cenderung ingin tahu dan ingin mencoba-coba serta meniru dengan apa yang
dilihat dan didengarnya, khususnya karena anak pada umunya belum pernah
mengetahui masalah seksual secara lengkap dari orang tuanya.

4. Orang tua, ketidaktahuan orang tua maupun sikap yang masih menabukan
pembicaraan seks dengan anak, bahkan cenderung membuat jarak dengan anak

tentang masalah ini akibatnya pengetahuan anak tentang seksualitas sangat kurang.
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Peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah penting, terutama pemberian
pangetahuan tentang seksualitas.

Sarlito. dan Siamsidar. 2005: 55 mengemukakan beberapa faktor yang

menyebabkan terjadinya perilaku seks bebas:

1. Waktu, dengan adanya waktu luang yang tidak bermanfaat maka lebih
mudah menimbulkan adanya pergaulan bebas, dalam arti anak
mementingkan  hidup bersenang-senang, bermalas-malasan, suka
berkumpul sampai larut malam yang akan membawa anak pada pergaulan
bebas.

2. Kurangnya pelaksanaan dalam menjalankan agama secara konsekuen

3. Kurangnya pengawasan terhadap anak. Anak beranggapan bahwa orang
tua terlalu ketat sehingga tidak memberikan kebebasan.

4. Kurangnya pemahaman moral dalam pergaulan anak bahkan
dimasyarakat.

5. Pengaruh norma budaya dari luar. Para anak menelan begitu saja apa yang
dilihatnya dari budaya barat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, seks bebas adalah hubungan seks

yang dilakukan dengan orang yang berdasarkan suka sama suka mulai dari kissing,

necking, petting dan Intercourse.
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Anak

disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan
seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut
secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di
dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada
waktunya nanti melahirkan keturunannya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas
sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang
akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan
buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut
terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam
Pasal 1 butir 1 undang-undang ini pengertian anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam
kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu
perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang- undang
ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat,

anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.
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2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Definisi
anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan)
tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum
pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) ) Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-
undang ini menyebutkan bahwa batasan umur anak nakal yang dapat diajukan
ke sidang anak adalah anak yang sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun tetapi
belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam
Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini anak didefinisikan sebagai seseorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

4. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Dalam Konvensi PBB yang di
tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan
batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam
menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi dalam setiap
perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan
yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak di kategorikan menjadi
beberapa kelompok usia, yaitu masa anak anak (berumur 0-12 tahun), masa anak
(berumur 13-20 tahun), dan masa dewasa (berumur 21-25 tahun). Pada masa anak-
anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan

orang lain dan emosinya sangat tajam. (Aziz, 2005; 4 ).
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Anak adalah individu yang rentan karena perkembangan kompleks yang
terjadi di setiap tahap masa kanak- kanak dan masa anak. Lebih jauh, anak juga
secara fisiologis lebih rentan dibandingkan orang dewasa, dan memiliki pengalaman
yang terbatas, yang memengaruhi pemahaman dan persepsi mereka mengenai dunia.
(Slepin, 2006 ; 7).

Pada masa ini pula anak mulai mencari teman sebaya dan memulai
berhubungan dengan orang- orang dalam lingkungannya, lalu mulai terbentuk
pemikiran mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya pada masa ini pula perkembangan
anak dapat berkembang dengan cepat dalam segala bidang baik itu perubahan tubuh,
perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian (Suparmono, 2000; 2).

Anak merupakan generasi penerus suatu bangsa, maka anak juga mempunyai
suatu hak-hak yang harus di akui dan di lindungi Negara, hak anak juga merupakan
bagian dari HAM meskipun anak masih dalam kandungan seorang ibu. yang
dimaksud dengan perlindungan anak sendiri adalah segala upaya yang ditujukan
untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak
perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan
hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun sosialnya.
(Sueaidy, 2000; 4).

Berbagai perasaan yang sering muncul pada anak, yaitu cemas, marah, sedih,
takut, dan rasa bersalah (Wong, 2000). Perasaan tersebut dapat timbul karena
menghadapi sesuatu yang baru dan belum pernah dialami sebelumnya, rasa tidak

aman dan tidak nyaman, perasaan kehilangan sesuatu yang biasa dialaminya, dan
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sesuatu yang dirasakannya menyakitkan. Apabila anak stress selama dalam
perawatan, orang tua menjadi stres pula, dan stres orang tua akan membuat tingkat
stres anak semakin meningkat (Supartini, 2000).

kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu
dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian
hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila
orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah (Tholib
Setiady, 2010: 173).

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan mrtabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 butir ke 2 Undang-
Undang nomor 23 Tahun 2002) Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai
perlindungan anak yang dalam suatu tindak pidana kesusilaan sebagai seorang korban
ataupun pelakunya, hal ini di tegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap
anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan
dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Kerentanan terhadap ketidakseimbangan cairan pada anak adalah akibat
jumlah dan distribusi cairan tubuh. Tubuh anak terdiri dari 70-75% cairan,
dibandingkan dengan 57-60% cairan pada orang dewasa. Pada anak-anak, sebagian

besar cairan ini berada di Universitas Sumatera Utara kompartemen cairan ekstrasel
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dan oleh karena itu cairan ini lebih dapat diakses. Oleh karena itu kehilangan cairan
yang relatif sedang dapat mengurangi volume darah, menyebabkan syok, asidosis dan
kematian (Slepin, 2006).

a. Pertumbuhan dan Perkembangan Anak

Aspek tumbuh kembang pada anak dewasa ini adalah salah satu aspek
yang diperhatikan secara serius oleh para pakar, karena hal tersebut merupakan
aspek yang menjelaskan mengenai proses pembentukan seseorang, baik secara
fisik maupun psikososial. Namun, sebagian orang tua belum memahami hal ini,
terutama orang tua yang mempunyai tingkat pendidikan dan sosial ekonomi yang
relatif rendah. Mereka menganggap bahwa selama anak tidak sakit, berarti anak
tidak mengalami  masalah  kesehatan  termasuk  pertumbuhan  dan
perkembangannya. Sering kali para orang tua mempunyai pemahaman bahwa
pertumbuhan dan perkembangan mempunyai pengertian yang sama ( Nursalam,
2005).

1. Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh
dalam arti sebagian atau seluruhnya karena adanya multiflikasi sel-sel tubuh
dan juga karena bertambah besarnya sel. Adanya multiflikasi dan
pertambahan ukuran sel berarti ada pertambahan secara kuantitatif dan hal
tersebut terjadi sejak terjadinya konsepsi, yaitu bertemunya sel telur dan

sperma hingga dewasa (IDAI, 2000).
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Jadi, pertumbuhan lebih ditekankan pada bertambahnya ukuran fisik
seseorang, yaitu menjadi lebih besar atau lebih matang bentuknya, seperti
bertambahnya ukuran berat badan, tinggi badan dan lingkar kepala.
Pertumbuhan pada masa Universitas Sumatera Utara anak-anak mengalami
perbedaan yang bervariasisesuai dengan bertambahnya usia anak. Secara
umum, pertumbuhan fisik dimulai dari arah kepala ke kaki. Kematangan
pertumbuhan tubuh pada bagian kepala berlangsung lebih dahulu, kemudian
secara berangsur-angsur diikuti oleh tubuh bagian bawah. Pada masa fetal
pertumbuhan kepala lebih cepat dibandingkan dengan masa setelah lahir,
yaitu merupakan 50 % dari total panjang badan. Selanjutnya, pertumbuhan
bagian bawah akan bertambah secara teratur.

Pada usia dua tahun, besar kepala kurang dari seperempat panjang badan
keseluruhan, sedangkan ukuran ekstremitas bawah lebih dari seperempatnya.

2. Perkembangan

Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dan struktur fungsi
tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, dapat diperkirakan, dan
diramalkan sebagai hasil dari proses diferensiasi sel, jaringan tubuh, organ-organ,
dan sistemnya yang terorganisasi (IDAI, 2000).

Dengan demikian, aspek perkembangan ini bersifat kualitatif, yaitu
pertambahan kematangan fungsi dari masing-masing bagian tubuh, hal ini diawali

dengan berfungsinya jantung untuk memompakan darah, kemampuan untuk
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bernafas, sampai kemampuan anak untuk tengkurap, duduk, berjalan, memungut

benda-benda di sekelilingnya serta kematangan emosi dan sosial anak.

Pengertian Nagari
Pengertian Nagari

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di
provinsi Sumatera Barat, Indonesia . Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang
digunakan di provinsi lain di Indonesia.Nagari merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Secara etimologi kata nagari berasal dari Bahasa Sanskerta nagarom yang
berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain
nagara, negara, negeri, nagori, nogori, nogoro.Nagari dipimpin oleh seorang wali
nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya wali nagari dibantu oleh
beberapa orang wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag)
dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan
kebutuhan pemerintahan nagari tersebut.

Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis
dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih

kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Biasanya yang dipilih menjadi wali
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nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan
dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua
persoalan yang dihadapi anak nagari.

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang
merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan
merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan
kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang
lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga
yang beranggotakan tungku tigo sajarangan. Tungku tigo sajaranganmerupakan
perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual)
dan niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang
akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan tungku tigo sajarangan
di balai adat atau balairung sari nagari. Untuk legislasi, dibentuklah Badan
Musyawarah Nagari (BMN) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda,
wanita dan perwakilan tiap suku.

BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang
ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6
tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan
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paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan
kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Dengan diterapkannya kembali model pemerintahan nagari di provinsi
Sumatera Barat, maka hal ini berdampak terhadap wewenang atas penguasaan
kembali tanah ulayat nagari maupun juga terhadap tanah-tanah adat baik yang
dimiliki secara individual maupun telah dikuasai negara sebelumnya

Sementara itu di sejumlah kabupaten, nagari memiliki wewenang yang cukup
besar. Misalnya di Kabupaten Solok, nagari memiliki 111 kewenangan dari
pemerintah kabupaten, termasuk di antaranya pengurusan izin mendirikan bangunan
(IMB) dan surat izin tempat usaha (SITU).

Sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan
Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di
Minangkabau. Kemungkinan besar sistem nagari juga sudah ada sebelum
Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut.

Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau
yakni Koto Piliang dan Bodi Caniago yang keduanya mempunyai kemiripan dengan
pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno. Selain dipengaruhi oleh tradisi
adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam,
dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini,
yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan kedua pengaruh tersebut

dalam konsep Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah.


https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Pagaruyung
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Pagaruyung
https://id.wikipedia.org/wiki/Adityawarman
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Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurna yang diakui oleh
adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan
aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh
suatu pemungkiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta
ditunjang oleh areal persawahan

Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah
pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu Dari Taratak
manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba
Panghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minang dimulai
dari struktur terendah disebut dengan Taratak, kemudian berkembang menjadi
Dusun, kemudian berkembang menjadi Koto dan kemudian berkembang menjadi
Nagari, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan
biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang
mendomisili kawasan tersebut

Dalam laporannya de Stuers menyimpulkan bahwa pada daerah pedalaman
Minangkabau tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan terpusat dibawah
seorang raja. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Belanda menerapkan model
sistem penguasa-penguasa di tingkat distrik, yang kemudian dikenal dengan adanya
jabatan kepala laras atau tuanku laras, di mana daerah kelarasan ini dirancang
sepadan dengan pengelompokan nagari yang telah ada sebelumnya. Dan selanjutnya
satuan pemerintahan lebih rendah tetap dipegang oleh penghulu-penghulu

sebelumnya tanpa mengalami perubahan sampai pada tahun 1914,


https://id.wikipedia.org/wiki/Raja
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Pada tahun 1914 dikeluarkan ordonansi nagari yang membatasi anggota

kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Hindia Belanda. Hal

ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan
teratur. Penghulu-penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama
sekarang diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari
atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya.
Namun sejalan dengan waktu, jabatan kepala laras dan kepala nagari ini, yang
sebelumnya asing akhirnya dapat diterima dan menjadi tradisi adat, di mana jabatan
ini juga akhirnya turut diwariskan kepada kemenakan dari pemegang jabatan
sebelumnya. Namun sekarang jabatan tuanku laras sudah dihapus sedangkan wali
nagari tidak boleh diwariskan kepada kemenakan yang memegang jabatan
sebelumnya tetapi tetap harus dipilih secara demokratis.

Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari ini diubah agar
lebih sesuai dengan keadaan waktu itu. Pada tahun 1946 diadakan pemilihan
langsung di seluruh Sumatera Barat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Nagari dan wali nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja.
Partai politik pun boleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota
Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari terpilih yang merupakan anggota partai.
Masyumi menjadi partai yang mendominasi. Dalam masa perang kemerdekaan
dibentuk juga organisasi pertahanan tingkat nagari, yaitu Badan Pengawal Negeri dan

Kota (BNPK). Badan ini didirikan atas inisiatif Chatib Sulaiman.


https://id.wikipedia.org/wiki/Hindia_Belanda

25

Namun setelah keluarnya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan
wilayah otonom, maka sejak itu pemerintahan nagari hampir tidak berperan lagi. Dan
kemudian ditambah sewaktu Kabinet Mohammad Natsir tahun 1951 membekukan
Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Sumatera Tengah yang juga mencakup
wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Maka dengan
demikian dewan perwakilan tingkat nagari pun statusnya menjadi tidak jelas juga.
Kemudian pasca Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hampir keseluruhan
aparat nagari diganti oleh pemerintah pusat yang sekaligus mengubah pemerintahan
nagari

Tahun 1974 Gubernur Harun Zain memutuskan untuk mengangkat kepala
nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai
lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dengan
diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa,
sistem nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi desa. Kedudukan
wali nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa.

Meskipun demikian nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional.
Peraturan daerah No. 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat
Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang lama. Namun KAN sendiri tidak memiliki
kekuasaan formal.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali
semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem

pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001, istilah


https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa
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pemerintahan nagari kembali digunakan untuk menganti istilah pemerintahan desa
yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari
yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya yaitu bukan
sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Dan pada tahun 2004, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan UU No 22 Tahun 1999 dianggap sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan
penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian Presiden Indonesia dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama, disahkanlah Undang undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengantikan undang undang UU No
22 Tahun 1999. Dan dari undang-undang baru ini diharapkan munculnya
pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dan sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut maka keluarlah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, yang menekankan prinsip
dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, yang memiliki
makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang
berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai
bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
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Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi
Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah
tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri dalam memilih pimpinan pemerintahannya,
(Perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001). Nagari juga merupakan kesatuan
keluarga yang lebih besar dari suku, nagari biasanya terdiri dari lebih kurang 4 suku
yaitu keluarga besar yang setali darah dari beberapa paruik menurut garis keturunan
ibu, (Soeroto, 2005:20)

Senada dengan pendapat di atas Manan (1995:23-24) menjelaskan nagari
bukan saja dipahami sebagai kualitas teritorial, tetapi juga merupakan kualitas
geneologis. Dalam hal ini nagari merupakan lembaga pemerintah sekaligus
merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai kesatuan lembaga
masyarakat otonom, nagari adalah republik mini yang jelas anggotanya. Nagari punya
pemerintahan sendiri, punya adat sendiri serta tata kehidupan keanggotaannya diakui.

Dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakatnya, di nagari dibentuk Badan Perwakilan Rakyat
Nagari sebagai lembaga Legislasi (menetapkan peraturan nagari) dan menampung
serta menyalurkan aspirasi masyarakat bersama wali nagari. Lembaga ini pada
hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah nagari yang memiliki kedudukan sejajar
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat.
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Sebagai lembaga legislasi, Badan Perwakilan Rakyat Nagari memiliki hak
menyetujui atau tidak terhadap peraturan nagari yang dibuat oleh pemerintah nagari.
Selain itu sebagai lembaga pengawasan, Badan Perwakilan Rakyat Nagari memiliki
kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan nagari,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta pelaksanaan keputusan wali nagari.
Di samping itu di nagari juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan nagari sesuai
dengan kebutuhan nagari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan, hal ini disebabkan karena wali nagari tidak dapat
menjalankan tugas-tugas pemerintahan tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari
masyarakat serta wali nagari juga membutuhkan kerjasama dengan perangkat nagari
lainnya.

Menurut Pasal 10 (1) Perda Kabupaten Agam No 31 Tahun 2001 tentang
Pemerintah Nagari, pemerintah nagari terdiri atas:

1. Wali nagari

2. Sekretaris nagari

3. Kepala urusan pemberdayaan dan pemerintahan

4. Kepala urusan ketentraman dan ketertiban

5. Kepala urusan kesejahteraan rakyat

6. Kepala urusan administrasi keuangan dan aset nagari

7. Wali Jorong
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Ada beberapa tugas dan kewajiban wali nagari yang terdapat dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari Pasal 13
menjelaskan sebagai berikut :

1. Wali Nagari mempunyai tugas dan kewajiban :

« Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari

o Menjalankan urusan rumah tangga nagari

o Membina kehidupan masyarakat nagari

o Menggerakkan potensi perantau sebagai sumberdaya pembangunan nagari

o Membina perekonomian nagari

o Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari

o Mendamaikan perselisinan masyarakat nagari

e Mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukumnya

« Mengajukan rancangan peraturan nagari dan bersama BPRN

o (Badan Perwakilan Rakyat Nagari) menetapkan sebagai peraturan nagari

e Menumbuh kembangkan dan melestarikan adat dan syarak yang hidup di

nagari yang bersangkutan.

2. Penyelenggaraan pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan

melaporkan kepada bupati melalui camat.
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3. Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh wali nagari sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
4. Wali nagari memimpin penyelenggaraan pemerintah nagari berdasarkan

ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama BPRN

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya wali nagari bertanggungjawab
kepada rakyat melalui BPRN, sebagaimana tercantum dalam pasal 15 (1) Perda
Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya, wali nagari bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPRN dan
secara administrasi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada
bupati melalui camat.

LANDASAN TEORI

Dalam penelitian ini penulis mengunakan teori “ Social Bond Theory” dari
Travis Hirschi (Bynum dan Thompson, 1989) dalam buku (Supatmi dan Herlina,
2007; 65). Travis Hirchi sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa ‘“Perilaku
kriminal merupakan kegagalan kelompok — kelompok sosial seperti keluarga,
sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu”, Artinya
“individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum ; namun
menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan
tindak pidana”. argumentasi ini , didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan
dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini kontrol

sosial, memandang delinkuen sebagai “konsekuensi logis dari kegagalan seseorang
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untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar
hukum”

Manusia dalam teori kontrol sosial dipandang sebagai mahluk yang memiliki
moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu.

Travis Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku
seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/morality.
Travis Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau
penyimpangan tingkah lakunya. Selainmenggunakan teknik netralisasi untuk
menjelaskan tingkah laku dimaksud, Travis Travis Hirschi juga menegaskan bahwa
tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya
keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Teori kontrol atau sering juga
disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atauanggapan
bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama
kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya
tergantung pada masyarakatnya. la menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya
demikian, pun ia menjadi jahat apabila masyarakat membuatnya begitu. Pertanyaan
dasar yang dilontarkan pahamini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang
mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat,
utamanya para anak, “mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat
“atau “mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?”

Menurut TravisHirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial (sosial bond)

dalam setiap masyarakat.
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1. Attachment (kasih saying)
adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain.
Kalau attachment ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka
terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan attachment
dengan penyimpangan adalah sejaun mana orang tersebut peka terhadap
pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas
melakukan penyimpangan. Attachment sering diartikan secara bebas dengan
keterikatan. lkatan pertama yaitu keterikatan dengan orang tua, keterikatan
dengan sekolah (guru) dan keterikatan dengan teman sebaya.

2. Commitment (tangung jawab)
adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah,
pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional
yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang
seperti sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan
manfaat bagi orang tersebutManfaat tersebut dapat berupa harta benda,
reputasi, masa depan, dan sebagainya.

3. Involvement (keterlibatan)
merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif
dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan
penyimpangan. Logika pengertian iniadalah bila orang aktif di segala kegiatan
maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut.

Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan
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hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan
mencegah orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
4. Belief (tangungjawab)

merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya

berbeda dengan ketiga aspek di atas. Belief merupakan kepercayaan seseorang

pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-
norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan
terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar.

Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar

kemungkinan melakukan pelanggaran.

Hubungan antara Attachment dan Commitment seringkali dinyatakan
cenderung berubah-ubah secara terbalik, menurut riset tentang delinkuen, salah satu
“masalah” anak anak dari kelas bawah adalah bahwa dia tidak mampu memutuskan
keterikatan dengan orang tua dan kawan sebaya, keterikatan yang mencegahnya
mencurahkan waktu dan energi yang cukup bagi aspirasi pendidikan dan pekerjaan,
menurut riset stratifikasi, anak lelaki yang terbebas dari keterikatan ini lebih
memungkinkan untuk berpindah-pindah ke kelas atas. Kedua tradisi riset demikian
menyatakan bahwa orang-orang yang terikat pada conformity (persesuaian) karena
alasan-alasan instrumental kurang mungkin untuk terikat persesuaian berdasarkan
alasan emosional yang lainnya. Apabila mereka yang tidak terikat dikompensasikan
atas kekurangan keterikatan berdasarkan komitmen untuk berprestasi dan apabila

yang tidak melakukannya berubah menjadi terikat dengan orang-orang, kita bisa
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menyimpulkan bahwa baik attachment maupun commitment tidak akan dihubungkan
dengan kejahatan. Pertautan paling jelas antara unsur/elemen commitment dan
involvement nampak dalam komitmen di bidang pendidikandan pekerjaan serta
keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas konvensional. Kita dapat berusaha
memperlihatkan bagaimana komitmen membatasi kesempatan seseorang untuk
melakukan kejahatan dan dengan demikian dijauhkan dari anggapan (asumsi) banyak
teori kontrol bahwa kesempatan-kesempatan seperti itu secara sederhana dan acak
disebarkan melalui populasi yang diperlukan.

Hubungan elemen terakhir dari teori kontrol sosial adalah antara Attachment
dan Belief, bahwa terdapat hubungan yang kurang lebih berbanding lurus antara
keterikatan dengan yang lainnya dan kepercayaan dalam keabsahan moral dari
peraturan yang ada. Teori kontrol mempunyai sejumlah kelemahan maupun
kelebihan. Adapun kelemahannya berorientasipada :

1. teori ini berusaha menjelaskan kenakalan anak dan bukan kejahatan oleh orang
dewasa;

2. teori ini menaruh perhatian cukup besar pada sikap, keinginan dan tingkah laku
yang meski menyimpang sering merupakan tingkah lakuorang dewasa ;

3. ikatan sosial (sosial bond) dalam teori Hirschi seperti values, belief, norma dan
attitudes tidak pernah secara jelas didefinisikan ;

4. kegagalan dalam menjelaskan peluang kejadian yang menghasilkan lebih

tidaknya sosial bond.
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Seks Bebas

(Sumber Modifikasi penulis 2016)
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